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Abstract
The purpose of this research is to examine the effect of tax avoidance, size of company and
independent board of commissioners in the companies that implement policy of transfer
pricing. The population of this research are companies engaged in agriculture sector, mining
sector and basic and chemical industrial sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)
for the 2017-2019 period which total 152 companies. The sampling method was carried out
by purposive sampling method, so 85 companies were obtained as research samples. The
analytical method used logistic regression analysis. The results of this research indicate that
1) tax avoidance does not effect on transfer pricing 2) the size of company has a positive
effect on transfer pricing 3) independent commissioners does not effect on transfer pricing.
The contribution of the independent variable in explaining the dependent variable in the
amount of 11,5%, while the remaining 88,5% explained by other variables outside the model.
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PENDAHULUAN
Praktik transfer pricing muncul seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi,

informasi dan komunikasi yang memudahkan perusahaan-perusahaan multinasional untuk
melakukan transaksi antar negara guna mengembangkan bisnisnya. Transfer pricing tercipta
karena adanya hubungan istimewa dari pihak-pihak yang berelasi (seperti hubungan antara
perusahaan induk dan perusahaan anak) dan muncul untuk tiga tujuan berbeda dari berbagai
sisi, yaitu sisi hukum perseroan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dengan
pemegang saham, akuntansi manajerial untuk memaksimalkan laba perusahaan dan tujuan
perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Transfer pricing dapat diartikan
sebagai harga yang ditetapkan pada saat menjual, membeli maupun mengalihkan sumber
daya antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Arnold & Mclntyre, 2002).
Transaksi transfer pricing dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar
perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri (Hartati,
2014).
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Transfer pricing merupakan suatu bagian terpenting dari perusahaan yang melakukan
transaksi barang dan jasa dalam satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang memiliki
hubungan istimewa. Transfer pricing merupakan sebuah praktik yang wajar digunakan oleh
perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, salah satu bertujuan untuk memotivasi
perusahaan yang memiliki anak perusahaan dengan cara mengalihkan aset serta jasa dalam
grup perusahaan. Awalnya pelaksanaan praktik transfer pricing digunakan oleh perusahaan
untuk menilai kinerja antar divisi dan cabang perusahaan, namun dewasa ini transfer pricing
sering dikonotasikan sebagai suatu yang tidak baik dan bermakna “pejorative”, transfer
pricing seringkali dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup
perusahaan multinasional.

Transfer pricing dapat mengakibatkan potensi penerimaan negara berkembang dari
sektor pajak berkurang. Sementara, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara,
bahkan di beberapa negara berkembang pajak menyumbangkan lebih dari 80% dari total
penerimaan negara. Di Indonesia praktik transfer pricing meningkat hingga 20%. Pada tahun
2016 mantan Direktur P2 Humas DJP Mekar Satria Utama mencatat hampir 2000 perusahaan
Penanam Modal Asing (PMA) tidak melakukan pembayaran pajak dengan alasan mengalami
kerugian padahal berdasarkan perhitungan yang dilakukan perusahaan tersebut seharusnya
membayar rata-rata Rp 25 miliar per tahun dan diketahui skema yang dilakukan merupakan
skema transfer pricing (Karunia, 2020). Direktur Eksekutif Center For Indonesian Taxation
Yustinus Prastowo (2015) mengatakan, praktik transfer pricing lebih banyak dilakukan
perusahaan multinasional dalam meminimalkan pembayaran pajak sehingga mengakibatkan
Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp100 triliun setiap tahunnya.

Di Indonesia praktik transfer pricing yang pernah diberitakan di media massa
diantaranya yaitu praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. PT
Adaro menjual batubara ke perusahaan afiliasinya yang berada di singapura yaitu Coaltrade
Services International Pte. Ltd. Harga transfer batubara yang ditetapkan oleh PT Adaro di
bawah harga pasar, namun oleh Coaltrade dijual kembali sesuai harga pasar. Praktek transfer
pricing ini terungkap karena ada kecurigaan terhadap laporan keuangan Coaltrade pada tahun
2002-2005. Dimana dalam laporan keuangan tersebut, terlihat laba Coaltrade lebih tinggi dari
Adaro. Namun pada tahun 2008 kasus ini dihentikan karena tidak ditemukannya bukti
(www.ortax.org). Kasus transfer pricing kembali melibatkan Adaro pada tahun 2019 dimana
menurut laporan Global Witness: Sejak 2009-2017 Adaro melalui salah satu anak
perusahaanya di Singapura, Coaltrade Services International, telah mengatur sedemikian rupa
sehingga mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya
dibayarkan di Indonesia (Wareza, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Arham et al (2020) dan Asyhinta et.al (2019)
mengenai transfer pricing di Indonesia dengan objek penelitiannya 41 artikel yang
diterbitkan oleh jurnal yang telah terakreditasi SINTA mendapatkan hasil bahwa mayoritas
variabel independen yang digunakan pada penelitian transfer pricing di Indonesia yaitu:
pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus, namun penelitian ini memilih variabel
independennya yaitu: tax avoidance, ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen
sebagai bagian dari good corporate governance. Peneliti memilih ketiga variabel tersebut
karena hasil dari ketiga variabel tersebut masih belum konsisten. Serta penyelidikan yang
dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF) tahun 2016, Indonesia ditetapkan sebagai
peringkat ke sebelas untuk tax avoidance dengan nilai diperkirakan sebesar 6,48 miliar dolar
AS yang tidak dibayarkan perusahaan kepada negara (Susilo, 2017).

Tax avoidance adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara legal yang tujuan
utamanya untuk mema ksimalkan laba perusahaan. Perusahaan multinasional dianggap sering
meminimalisasi jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada
entitas afiliasi di luar negeri. Rekayasa ini cenderung merelokasi penghasilan secara global
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pada low tax country dan menggeser biaya-biaya dalam jumlah yang lebih besar pada high
tax country. Penelitian sebelumnya untuk melihat pengaruh tax avoidance terhadap transfer
pricing dilakukan oleh Noviastika F. et al (2016) mendapatkan hasil bahwa pajak
berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Hasil berbeda
ditemukan oleh Arifin et al (2020) bahwa pajak tidak berpengaruh pada transfer pricing, dan
Saputra (2020) menemukan hasil bahwa pajak tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan
melakukan transfer pricing.

Ukuran perusahaan menjadi sebuah karakteristik perusahaan dalam hubungannya
dengan struktur perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki sumber
daya dan kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan transfer pricing. Perusahaan yang
lebih besar cenderung melakukan peningkatan laba termasuk dengan melakukan transfer
pricing. Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap transfer
pricing dilakukan oleh Richardson et al (2013) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan
secara signifikan terkait positif dengan agresivitas transfer pricing setelah mengendalikan
efek sektor industri, hasil yang sama juga ditemukan oleh Pratama (2020) menjadikan ukuran
perusahaan sebagai variabel kontrol dan menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan secara
positif mempengaruhi transfer pricing. Rezky & Fachrizal (2018) menemukan hasil bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, Saputra (2020)
menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing.
Sedangkan Hikmatin & Suryarini (2019) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak
mempengaruhi transfer pricing.

Perusahaan yang memiliki sebuah tata kelola yang baik akan mempertimbangkan
setiap kegiatan yang dilakukannya termasuk kegiatan transfer pricing. Pada penelitian ini
peneliti melihat bagaimana pengaruh dari dewan komisaris independen sebagai bagian dari
good corporate governance dalam mempengaruhi kegiatan transfer pricing. Penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama (2020) mendapatkan hasil bahwa corporate
governance yang diukur dengan ukuran dewan komisaris dan persentase komisaris
independen berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Sedangkan Noviastika F. et al
(2016) mendapatkan hasil bahwa good corporate governance menunjukkan pengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap indikasi melakukan transfer pricing, dimana perusahaan tidak
mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar penentuan kegiatan
transfer pricing. Sedangkan Andayani & Sulistyawati (2020) mendapatkan hasil good
corporate governance memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap transfer pricing.

Maraknya transfer pricing diperkuat dengan pernyataan Direktur Perpajakan
Internasional John Hutagaol bahwa kemajuan digital serta globalisasi mengakibatkan
semakin meningkatnya volume dan besaran transaksi lintas yurisdiksi baik perdagangan, jasa
maupun investasi (Karunia, 2020). Penelitian Fuest et al (2011) mendapatkan bukti yang
sejalan dengan anggapan bahwa negara berkembang lebih rentan terhadap strategi peralihan
laba multinasional daripada negara maju. Secara empiris terdapat bukti adanya pengaruh dari
tax avoidance, ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen terhadap transfer pricing.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian-penelitian terdahulu karena adanya
ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya serta terdapatnya peningkatan signifikan
kasus transfer pricing pada 2018 dibandingkan 2017, dimana Mutual Agreement Procedure
(MAP) mencatat jumlah sengketa transfer pricing baru meningkat 20% (Suwiknyo, 2019).

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti kembali mengenai transfer pricing dengan
objek penelitiannya perusahaan sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri
dasar dan kimia yang terdaftar di BEI untuk periode 2017-2019. Sebagian besar investasi
sektor pertambangan di negara sumber, seperti Indonesia didominasi oleh modal asing, hal
ini menyebabkan sektor mineral dan batubara yang diproduksi berorientasi ekspor ke negara
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asal investor, karena sebagian besar hasil pertambangan merupakan bahan baku industri
manufaktur yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut (Novriansa, 2019).

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas peneliti tertarik untuk menguji kebijakan
transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan pada sektor pertanian,
sektor pertambangan dan sektor industri dasar dan kimia dengan judul “Pengaruh Tax
Avoidance, Ukuran Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Kebijakan
Transfer Pricing.”

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan perilaku perusahaan dengan berbagai pihak yang dilihat dari
perspektif kontrak yang terjadi antara manajemen, pemegang saham/pemilik perusahaan,
kreditur, pemerintah dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam perusahaan. Teori ini
dikembangkan oleh Alchian & Demsetz (1972) dan Jensen and Meckling (1976).

Agency conflict timbul akibat adanya asimetri informasi antara pemegang
saham/pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan, dimana manajer berusaha
memaksimalkan laba demi kepentingannya dan melakukan segala cara termasuk kebijakan
transfer pricing. Pada penelitian ini dari perspektif pajak pemerintah adalah prinsipal dan
perusahaan adalah agen. Pemerintah sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan
untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak dan sesuai
dengan besaran pajak yang seharusnya dibayar perusahaan kepada pemerintah. Namun hal
yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen berusaha mengoptimalkan labanya dengan salah
satu cara yang dilakukan memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan. Penghindaran
pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menyebabkan tax ratio sebuah negara menjadi
rendah. Menurut Fuest et al (2010) rendahnya tax ratio salah satunya disebabkan oleh profit
shifting dengan tujuan penghindaran pajak. OECD pada Action Plan BEPS (Based Erotion
Profit Shifting) 2013, menyatakan bahwa skema paling dominan dalam profit shifting yang
dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah skema transfer pricing.

Transfer Pricing
Secara umum transfer pricing diartikan sebagai harga yang ditetapkan pada sebuah

produk atau jasa yang digunakan saat melakukan transaksi antar divisi atau antar perusahaan
yang memiliki hubungan istimewa. Transfer pricing merupakan praktik yang wajar
digunakan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, salah satunya untuk
memotivasi perusahaan yang memiliki anak perusahaan dengan cara mengalihkan aset serta
jasa dalam grup perusahaan. Namun dewasa ini transfer pricing sering dikonotasikan sebagai
suatu yang tidak baik dan bermakna “pejorative”, transfer pricing seringkali dilakukan dalam
rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional. “pejorative”
mengacu pada manipulasi transfer pricing.

Manipulasi transfer pricing dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan atas harga
transfer yang berada diatas atau dibawah harga wajar dalam rangka untuk memanfaatkan
perbedaan regulasi antar negara, terutama terkait dengan tarif pajak. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa manipulasi transfer pricing adalah menetapkan harga transfer menjadi
“terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang.
Terdapat kecenderungan bahwa motif penghindaran pajak lah yang menjadi motivasi utama
transfer pricing (Darussalam et al, 2013).

Tax Avoidance
Tax avoidance diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan
celah ketentuan perpajakan tanpa melanggar undang-undang yang telah ditetapkan pada suatu
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negara dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan. Tax avoidance
menjadi sebuah seni dalam melakukan penghindaran pajak tanpa melanggar hukum
perpajakan yang berlaku. Tax avoidance merupakan grey area antara tax compliance dan tax
evasion, karena tax avoidance akan berdampak pada penerimaan pajak negara, sedangkan
pembangunan sebagian besar dibiayai oleh penerimaan pajak negara.

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan
menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain). Pada dasarnya
ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm),
perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran
perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan (Machfoedz, 1994). Ukuran
perusahaan menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 mengenai usaha kecil, mikro dan
menengah, ukuran perusahaan diukur melalui ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil
penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha, yaitu: usaha mikro, usaha kecil
dan usaha menengah.

Dewan Komisaris Independen
Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki

hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham maupun
hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 komisaris independen yang ada dalam pedoman tata
kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “komisaris dari
pihak luar”. Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan
yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta
memberikan nasihat kepada manajemen (Fama and Jensen 1983).

Dewan komisaris independen memiliki tugas pokok untuk menerapkan good
corporate governance pada perusahaan. Seorang komisaris independen berhak
menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lain dan
pendapatnya dicatat di dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan apabila pendapatnya
berbeda secara material maka hal itu wajib dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan. Melalui
peranan dewan komisaris independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan sehingga dapat memberikan
kontribusi dalam pengambilan keputusan termasuk pelaksanaan kebijakan transfer pricing.

Pengaruh Tax Avoidance terhadap Transfer Pricing
Berdasarkan teori keagenan, terdapat konflik kepentingan antara manajer dan

pemegang saham. Manajer sebagai pengelola perusahaan berusaha untuk memberikan
kesejahteraan kepada pemegang saham agar mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham
dengan cara memaksimalkan laba perusahaan, dari perspektif pajak pemerintah adalah
prinsipal dan perusahaan adalah agen. Pemerintah sebagai prinsipal memerintahkan kepada
perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak
dan sesuai dengan besaran pajak yang seharusnya dibayar perusahaan kepada pemerintah.
Namun perusahaan berusaha memperkecil beban pajak yang dibayarkan untuk
mengoptimalkan laba perusahaan. Tax avoidance merupakan salah satu prosedur yang
dilakukan untuk memperkecil pembayaran pajak yang akan berdampak pada peningkatan
laba perusahaan.

Salah satu cara tax avoidance yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan
kebijakan transfer pricing. Hadifadhlulloh (2020) menyatakan bahwa pihak perusahaan akan
melakukan berbagai cara untuk menghindari pajak yang tinggi dengan mengalihkan laba ke
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perusahaan yang memiliki tarif pajak yang relatif lebih rendah dengan melakukan mekanisme
transfer pricing pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau cabang perusahaan
yang memiliki intensitas tarif pajak yang relatif lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh
Rosad et al (2020) dan Pamungkas & Nurcahyo (2018) mendapatkan hasil bahwa tax avoidance
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Jafri & Mustikasari (2018)
juga mendapatkan hasil bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap perilaku transfer
pricing dan Hasil yang sama juga didapatkan oleh Saraswati & Sujana (2017) dan Noviastika
F. et al (2016) bahwa variabel pajak berpengaruh positif pada indikasi melakukan transfer
pricing. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut.
H1: Tax avoidance berpengaruh positif terhadap transfer pricing.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing
Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih

kompleks dari pada perusahaan yang berukuran kecil. Perusahaan yang berukuran besar juga
menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang lebih besar sehingga manajemen sebagai
pengelola perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan
dengan perusahaan yang lebih kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin
banyaknya sumberdaya dan kesempatan perusahaan dalam melakukan praktik transfer
pricing. Perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan dimana tarif pajak yang dikenakan
lebih rendah dari pada negara domisili perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Richardson et al (2013) menemukan hasil bahwa ukuran
perusahaan secara signifikan terkait positif dengan agresivitas transfer pricing, hasil yang
sama juga ditemukan oleh Arifin et al (2020), Pratama (2020), Rezky & Fachrizal (2018) dan
Saputra (2020). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai
berikut:
H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Transfer Pricing
Dewan komisaris independen merupakan bagian dari penerapan good corporate

governance. Komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan
manajemen, anggota dewan komisaris lainnya , dan pemegang saham pengendali, serta bebas
dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen atau semata-mata untuk kepentingan masyarakat (KNKG,2006).
Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan akan membantu memberikan
pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga
penerapan corporate governance dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam
teori keagenan, corporate governance muncul karena adanya konflik kepentingan antara
pemegang saham dan manajemen serta untuk mengatur tindakan yang akan diambil oleh
manajemen termasuk keputusan untuk melakukan transfer pricing. Transfer pricing yang
bertujuan baik akan memberikan dampak positif bagi perusahaaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti et al (2020) mendapatkan hasil bahwa
komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan metode transfer
pricing. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah, regulator, maupun pemilik perusahaan
dapat menggunakan komisaris independen dalam melakukan pengawasan terkait dengan
pengungkapan transaksi transfer pricing. Komisaris independen dalam perusahaan dapat
membantu memonitor keputusan manajemen dan mendorong manajemen untuk dapat
mengungkapkan metode transfer pricing (Lo, 2011). Perusahaan yang memiliki persentase
komisaris yang tinggi memiliki pengaruh yang besar dalam melakukan pengungkapan
informasi keuangan maupun non keuangan secara lebih rinci atas transaksi yang dilakukan
dengan pihak berelasi. Penelitiaan yang dilakukan oleh Rosliani (2018) mendapatkan hasil
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bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap transfer pricing.
Berdasarkan penjelasan tersebut dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:
H3: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap transfer pricing

METODE PENELITIAN
Jenis dan Desain Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek pada penelitian ini yaitu tax
avoidance (X1), ukuran perusahaan (X2), dewan komisaris independen (X3) dan transfer
pricing (Y). Data penelitian ini bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan
perusahaan sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri dasar dan kimia yang
terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2017-2019. Data penelitian ini diperoleh
dengan cara mengakses website resmi Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange
(IDX) melalui situs www.idx.co.id. dan melalui website perusahaan yang bersangkutan.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi pada penelitian ini adalah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
Pada penelitian ini peneliti memilih sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri
dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2019 dan menggunakan teknik
purposive sampling, dengan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel
Kriteria Jumlah

Perusahaan sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri dasar dan
kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

152

Perusahaan sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri dasar dan
kimia yang tidak melaporkan melaporkan laporan tahunan (Annual Report) atau
laporan keuangan secara berturut-turut pada periode 2017-2019

(14)

Perusahaan sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri dasar dan
kimia yang mengalami kerugian pada periode 2017-2019

(53)

Perusahaan sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri dasar dan
kimia yang memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti yang berkaitan dengan
variabel penelitian

(0)

Total Perusahaan 85
Jumlah sampel dalam penelitian 3 x 85 255

Definisi Operasional Variabel
Variabel Dependen (Y)
Transfer pricing merupakan variabel dependen pada penelitian ini yang dilambangkan
dengan TP. TP merupakan suatu kebijakan harga yang ditetapkan dalam transaksi antar divisi
maupun antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Variabel TP dalam
penelitian ini dihitung dengan menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang melakukan
transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka diberi nilai 1
(satu). Sedangkan untuk perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak
yang mempunyai hubungan istimewa, maka diberi nilai 0 (nol) (Yuniasih, Rasmini, and M
2012).

http://www.idx.co.id
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Variabel Independen (X)
Tax Avoidance
Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan tindakan perusahaan untuk memperkecil
jumlah pajak yang akan dibayarkan dengan tujuan untuk memperbesar laba perusahaan. Pada
penelitian ini tax avoidance diukur dengan menggunakan effective tax rate seperti hal
penelitian Dyreng, et al. (2008). Berikut ini adalah rumus ETR:

ETR =

Ukuran Perusahaan
Menurut Riyanto (2013), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat
melalui besarnya nilai equity, nilai penjualan maupun nilai aset perusahaan. Ukuran
perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran
perusahaan dihitung dengan rumus:

Ukuran Perusahaan (UP) = Ln (Total Asset)

Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak memihak kepada siapapun
baik itu manajemen maupun pemegang saham. Komisaris independen memiliki sekurang-
kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris, sehingga telah memenuhi
pedoman good corporate governance guna dalam menjaga independensi (Mauliza, 2013).
Proporsi Dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan rumus:

DKI=

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara
pengumpulan data sekunder yaitu data laporan keuangan sektor pertanian, sektor
pertambangan dan sektor industri dasar dan kimia yang di terdaftar di bursa efek indonesia
pada periode 2017-2019. Data diperoleh dengan mengakses website resmi BEI
www.idx.co.id dan atau mengakses website resmi perusahaan terkait.

Analisis Regresi Logistik
Model Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

TP = α + β1X1 + β2X2 + β3X3+ ε

Keterangan :
TP :Transfer Pricing,
α :Konstanta
X1 :Tax Avoidance
X2 :Ukuran Perusahaan
X3 :Dewan Komisaris Independen
β1-β2-β3 :Koefisien regresi
ε :Koefisien Error

http://www.idx.co.id
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif berdasarkan data olahan SPSS yang meliputi: tax avoidance,
ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Tax Avoidance 255 .00 165.37 31.7405 21.59686
Ukuran Perusahaan 255 25.94 32.47 29.0913 1.59572
Dewan Komisaris
Independen

255 .00 66.67 38.9862 10.80997

Transfer Pricing 255 0 1 .71 .457
Valid N (listwise) 255

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa N atau jumlah data setiap variabel
yang valid berjumlah 255. Transfer pricing (Y) yang diukur dengan melihat ada atau
tidaknya transaksi penjualan kepada pihak berelasi pada catatan atas laporan keuangan bagian
transaksi penjualan pihak berelasi. Transfer pricing (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,
nilai maksimum sebesar 1, nilai mean dari periode 2017-2019 sebesar 0,71 yang berarti 71%
dari 100% perusahaan melakukan transfer pricing dan nilai standar deviasi sebesar 0,457,
sehingga dapat disimpulakan nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini berarti
bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilai merata.

Tax avoidance (X1) yang diukur dengan cara melihat laporan laba rugi perusahaan
yaitu bagian beban pajak dan laba sebelum pajak. Hasil dari analisis deskriptif dapat
disimpulkan bahwa dari 255 sampel diketahui nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum
sebesar 165,37, nilai mean dari periode 2017-2019 sebesar 31,7405 dan nilai standar deviasi
sebesar 21,59686, sehingga nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti
bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilai merata.

Ukuran perusahaan (X2) diukur dengan logaritma natural (LN) total aset perusahaan
yang didapatkan dari laporan posisi keuangan perusahaan. Hasil dari analisis deskriptif dapat
disimpulkan bahwa 255 sampel diketahui nilai minimum sebesar 25,94, nilai maksimum
sebesar 32,47, nilai mean dari periode 2017-2019 sebesar 29,0913 dan nilai standar deviasi
sebesar 1,59572, sehingga nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa
penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilai merata.

Dewan komisaris independen (X3) diukur dengan cara membandingkan jumlah
dewan komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris yang bisa dilihat dari laporan
tahunan pada bagian dewan komisaris. Hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa
dari 255 sampel diketahui nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 66,67, nilai
mean dari periode 2017-2019 sebesar 38,9862, dan nilai standar deviasi sebesar 10,80997,
sehingga nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti bahwa penyimpangan
data yang terjadi rendah maka penyebaran nilai merata.

Hasil Analisis Regresi
Uji Kelayakan Model

Tabel 3
Hasil Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square Df Sig.
1 12.146 8 .145
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Pada tabel 3 didapatkan nilai signifikansi dari hasil pengujian yaitu sebesar 0,145 >
0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara model dengan data. Data
tersebut memiliki kesimpulan bahwa data tepat dan cocok dalam menguji hipotesis dan tidak
ada perbedaan yang signifikan antara klasifikasi yang diprediksi dengan yang diamati
sehingga analisis selanjutnya dapat dilakukan.

Uji Akurasi Model

Tabel 4
Hasil Uji Akurasi Model

Observed

Predicted
Transfer Pricing
Tidak
Melakukan
Transaksi
Penjualan
Dengan Pihak
Yang Memiliki
Hubungan
Istimewa

Melakukan
Transaksi
Penjualan
Dengan Pihak
Yang Memiliki
Hubungan
Istimewa

Percentage
Correct

Step 1 Transfer
Prcing

Tidak Melakukan
Transaksi Penjualan
Dengan Pihak Yang
Memiliki Hubungan
Istimewa

11 64 14.7

Melakukan Transaksi
Penjualan Dengan Pihak
Yang Memiliki Hubungan
Istimewa

8 172 95.6

Overall Percentage 71.8
a. The cut value is .500

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat secara keseluruhan, model ini mampu memprediksi
secara tepat sebesar 71,8% dari seluruh data yang ada, maka 28,2% lainnya memiliki
kemungkinan model yang tidak dapat memprediksi hasil secara tepat. Hasil uji akurasi ini
dikatakan cukup baik dan akurat dalam memprediksi hasil.

Uji Keseluruhan Model
Tabel 5

Hasil Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)
-2LL awal (Block Number = 0) 309.101

-2LL awal (Block Number = 1) 289.192

Dari hasil tabel 5 di atas diketahui bahwa nilai -2LL awal sebesar 309,101 dan nilai -
2LL akhir sebesar 289,192 yang berarti mengalami penurunan. Penurunan ini menunjukkan
model regresi yang baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data,
artinya penambahan variabel tax avoidance, ukuran perusahaan dan dewan komisaris
independen akan memperbaiki model fit penelitian ini.
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Analisis Regresi Logistik
Tabel 6

Hasil Model Regresi
B S.E. Wald df Sig. Exp (B)

Step 1a X1 -.010 .007 2.134 1 .144 .990
X2 .435 .101 18.586 1 .000 1.545
X3 -.013 .013 1.030 1 .310 .987
Constant -10.870 2.821 14.844 1 .000 .000

Hasil pengujian terhadap koefisien regresi logistik menghasilkan model sebagai berikut :

TP = -10,870 -0,010X1 + 0,435X2 - 0,013X3 + ɛ

Nilai taksiran yang terdapat pada persamaan regresi logistik dapat diinterpretasikan
dari nilai B atau odds ratio diperoleh sebagai berikut: Nilai konstanta (α) sebesar -10,870
menunjukkan bahwa apabila variabel tax avoidance (X1), ukuran perusahaan (X2), dan
dewan komisaris independen (X3) dianggap konstan, maka keputusan melakukan transfer
pricing (Y) yang dilakukan perusahaan menurunan sebesar 1870%. Nilai koefisien regresi
dari tax avoidance (X1) sebesar -0,010 yang bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa
setiap kenaikan tax avoidance (X1), maka keputusan melakukan transfer pricing (Y) akan
mengalami penurunan sebesar 1%. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan (X2)
menghasilkan nilai sebesar 0,435 yang bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap
kenaikan ukuran perusahaan (X2), maka keputusan melakukan transfer pricing (Y) akan
meningkat sebesar sebesar 43,5%. Nilai koefisien regresi dewan komisaris independen (X3)
menghasilkan nilai sebesar -0,013 yang bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap
kenaikan dewan komisaris independen (X3), maka keputusan melakukan transfer pricing (Y)
akan mengalami penurunan sebesar 1,3%.

Pengujian Hipotesis
Uji T

Tabel 7
Hasil Uji T

B S.E. Wald Df Sig. Exp (B)
Step 1a X1 -.010 .007 2.134 1 .144 .990

X2 .435 .101 18.586 1 .000 1.545
X3 -.013 .013 1.030 1 .310 .987
Constant -10.870 2.821 14.844 1 .000 .000

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3.
Pengujian Hipotesis Pertama ( H1)
Pada variabel tax avoidance (X1) diperoleh tingkat signifikansi (ρ-value) sebesar 0,144 >
0,05. Karena tingkat signifikan lebih besar dari α = 0,05 maka variabel tax avoidance tidak
berpengaruh terhadap transfer pricing, maka hipotesis pertama bahwa tax avoidance
berpengaruh positif terhadap transfer pricing ditolak.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Pada variabel ukuran perusahaan (X2) tingkat signifikansi (ρ-value) sebesar 0,000 < 0,05.
Karena tingkat signifikan lebih kecil dari α = 0,05 maka variabel ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap transfer pricing dan nilai dari B ukuran perusahaan diperoleh sebesar
0,435 bertanda negatif (+) maka hipotesis ke-2 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap transfer pricing diterima.
Pengujian Hipotesis ketiga (H3)
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Pada variabel dewan komisaris independen (X3) diperoleh tingkat signifikansi (ρ-
value) sebesar 0,310 > 0,05. Karena tingkat signifikan lebih besar dari α = 0,05 maka
variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap transfer pricing maka
hipotesis ke-3 bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap transfer
pricing ditolak.

.
Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Tabel 8
Nilai Nagelkerke R Square

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square
1 287.473a .081 .115
a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less
than .001.

Pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,115 yang
berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar
11,5%, sisanya sebesar 88,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

PEMBAHASAN
Pengaruh Tax Avoidance terhadap Transfer Pricing

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah tax avoidance berpengaruh positif
terhadap transfer pricing. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 untuk variabel tax
avoidance memiliki signifikansi sebesar 0,144 > 0,05 yang berarti tax avoidance yang diukur
dengan effective tax rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing sehingga hipotesis
pertama dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil Rosad
et al. (2020) bahwa penghindaran pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap
transfer pricing. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh
Arifin et al. (2020) yang mendapatkan hasil bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan
terhadap transfer pricing. Sejalan dengan penelitian Arifin et al. (2020), Hadifadhlulloh
(2020) juga mendapatkan hasil penelitian bahwa tax avoidance tidak berpengaruh terhadap
transfer pricing.

Berdasarkan tax avoidance yang di ukur dengan effective tax rate, apabila nilai ETR
semakin kecil berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu pula
sebaliknya, nilai ETR yang semakin besar maka penghindaran pajaknya semakin kecil. Pada
penelitian ini tax avoidance mendapatkan nilai mean 31,7405, dengan nilai minumum 0 dan
nilai maksimum 165,37. Hal tersebut berarti perusahaan melakukan penghindaran pajak kecil,
dimana nilai tax avoidance diatas angka 100 mengindikasikan bahwa perusahaan tidak
melakukan tax avoidance. Menurut Khotimah (2019), tingginya beban pajak tidak
mempengaruhi perusahaan melakukan transfer pricing karena semakin ketatnya pengawasan
dari petugas pajak atau fiskus terhadap perusahaan menyebabkan perusahaan akan berhati-
hati dalam melakukan keputusan transfer pricing.

Dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-42/PJ/2011 membahas mengenai
implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berkaitan dengan transaksi antara wajib
pajak dengan pihak afiliasi. Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, harga transfer
sebaiknya ditetapkan agar mencerminkan harga yang disepakati walaupun transaksi tersebut
dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Tujuan utama dari
kebijakan perusahaan dalam melakukan transfer pricing adalah untuk mengevaluasi dan
mengukur kinerja perusahaan. Transfer pricing yang dilakukan berdasarkan harga pasar tidak
akan berdampak pada perpajakan. Oleh karena itu, transfer pricing tidak selalu dikonotasikan



513

menjadi arti yang kurang baik saja, namun juga dapat dilihat dari tujuan perusahaan untuk
melakukan transfer pricing.

Menteri keuangan menerbitkan peraturan nomor 22/PMK.03/2020 (PMK 22)
mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer/Advance
Pricing Agreement (APA). Peraturan ini bertujuan agar para wajib pajak mematuhi
persyaratan penentuan harga transfer dan memberikan indikasi bahwa kemungkinan
kesepakatan yang dibuat berdasarkan APA tidak boleh merugikan Indonesia dari sisi pajak
(Deloitte, 2020).

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing
Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap transfer Pricing. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7, variabel ukuran
perusahaan memiliki signifikansi 0,000 < 0,05 dengan koefisien sebesar 0,435. Hal ini
berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing pada
perusahaan sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri dasar dan kimia yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019, sehingga hipotesis kedua dalam
penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Pratama et al (2020) bahwa ukuran perusahaan secara signifikan terkait positif dengan
transfer pricing, hasil yang sama juga ditemukan oleh, Rezky & Fachrizal (2018), Saputra
(2020) dan Sulistyowati & Kananto (2018) bahwa ukuran perusahaan secara positif
mempengaruhi transfer pricing.

Ukuran perusahaan menunjukkan peran perusahaan dalam mengelola aset perusahaan
dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Aset perusahaan diharapkan dapat dikelola
dengan baik maka dari itu perlu adanya kebijakan dan arah strategi perusahaan, baik untuk
jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi kebijakan manajemen dan
pemecahan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan
besar memiliki peluang besar dalam melakukan praktik transfer pricing dengan skala besar.

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin besarnya ukuran
perusahaan akan mempermudah perusahaan untuk melakukan transfer pricing antar
perusahaan karena semakin banyak sumberdaya yang dimiliki, sehingga perusahaan dapat
mendirikan anak perusahaan di berbagai negara yang dapat menguntungkan perusahaan.
Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar akan lebih banyak mendapatkan perhatian
publik, sehingga perusahaan akan berusaha meningkatkan laba untuk menarik perhatian
investor.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Transfer Pricing
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen berpengaruh

positif terhadap Transfer Pricing. Berdasarkan pengujian pada tabel 7, variabel dewan
komisaris independen memiliki signifikansi 0,310 > 0,05 yang berarti dewan komisaris
independen tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor pertanian,
sektor pertambangan dan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2017-2019, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hal
tersebut berarti bahwa good corporate governance yang diukur melalui keberadaan dewan
komisaris independen tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan transfer
pricing.

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh
terhadap transfer pricing, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Noviastika F. et al. (2016) bahwa good corporate governance tidak berpengaruh
terhadap transfer pricing. Proporsi komisaris independen yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan yaitu sebesar 30%, sehingga tidak dapat mengimbangi pengambilan keputusan.
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Menurut Lorsch (2000) jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan harus diatas
50% supaya dapat mengimbangi suara dewan komisaris yang berada di dalam perusahaan.
Kebanyakan dari dewan komisaris independen bukan ahli akuntansi dan keuangan, sehingga
tidak dapat mempengaruhi kebijakan transfer pricing.

Menurut Moenaf (2000) dewan komisaris harus terdiri dari berbagai bidang dan
diantaranya harus ada ahli akuntansi dan keuangan, karena fungsi kunci dewan komisaris
diantaranya adalah meyakini integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi
(OECD, 2004). Komisaris independen bekerja tidak profesional karena diangkat berdasarkan
atas kedekatan hubungan dengan manajemen dan atau pemegang saham mayoritas
(Herwidayatmo dalam FCGI, 2001). Menurut Moenef (2000) sebaiknya komisaris
independen harus memiliki kompetensi, pengetahuan dan kemampuan memadai serta
pemahaman masalah bisnis, keuangan dan akuntansi agar dapat mendeteksi transaksi-
transaksi yang ada dalam perusahaan.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti pada 85 perusahaan sektor
pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 dengan total sampel 255 dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax avoidance tidak berpengaruh terhadap

keputusan transfer pricing.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

transfer pricing.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh

terhadap transfer pricing.

Keterbatasan
Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:
1. Periode atau tahun penelitian ini 3 tahun (2017-2019) karena pada tahun sebelumnya

banyak perusahaan mengalami kerugian sehingga jika ditambahkan tahun sebelumnya
dapat mengurangi sampel penelitian. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas
periode atau tahun penelitian dengan memilih sektor lainnya sehingga sampel penelitian
lebih banyak

2. Hasil dari koefisien determinasi pada penelitian ini yaitu 11,5% hal tersebut berarti
masih banyaknya variabel lainnya yang mempengaruhi transfer pricing. sehingga untuk
peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya, seperti mekanisme bonus,
tunneling incentive dan lainnya.

3. Transfer pricing pada penelitian ini diukur dengan melihat transaksi penjualan kepada
pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat
menggunakan proksi transfer pricing lain.
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